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PEUERINTAH HABUPATEH PE'I'IR'ELATAN
IDINAS PENI}II}IKAN IDAN KDBIII}AYAAIII

fI. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 21602

SURtrT PERilTNIItrN PEI}IBERItrT BtrNTUtrII
DIlIIf, TI.OffiSI IIHUSUS TISIK

BIDtrUG PEITI'IDIIItrIT Ttr. 2O2O

IGEIATAII:

PEMBANGTINAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADMN

SARANA PRASARANA SEKOIJIII MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

MIffiNTAH BAERAII XABUPAIBI ESSIR SEI.ATAII

dengan

IGPAI.A SEIOTAH S}IBI IPA}IEUIIE SIIAI-

Nomor

Tanggal

: 12 I N I SARPRAS/DAK.PSMP/SWK/DPK.PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

ki iti lhmis tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di
hii:

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - Painan

ffi unhrk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Setatan

ryr dlsebut PIHAK pERTAIttA.

!- ifna
z Hatan

:i. Abnat

L ifna
z .bbabn

3" lhnat

: HAfTALELY,S.Pd,M,Pd

: Kepala UPT SMPN I pancung Soal

: Il. Simpang Lama fnderapura

ffi dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasartcan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.

&L?[O12/BI@SDM-2019 Tanggal 30 Januari 2019 yang selanjutnya disebut prHAK KEDUA,
tI PERTAMA dan PIHAK IGDUA secara bersama terlebih dahutu menjelaskan dan menyadari

ryr,frp hal-hal sebagai berikut :

L Bahwa undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara tain mengamanatkan :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidilon yang bermutu bagi setiap warga

negan tanpa diskiminasi;



NarorSPPB
Tonggal

: I2/IVISAWRAS/DAKPSMP/$/W,/DPK-PS[2A20
: 024pi12020

hsal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menydiakan safttna dan prasarana yang mernenuhi keper{uan pendidikan

sesuili dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan inteleKual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan meniaditanggungiawab bersama antara Pemerinhh,

Pemerintah daerah dan masyarakafi

Pasal z16 ayat (2) : Pemerinbh dan Pemerintah Daerah berhnggung jawab menyediakan

arEgatttn pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prasamna pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasbnal, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerinhh Provinsi, Kabupaten/Kota

rnehkukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

rnenuniang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan;

'L Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

Enhng Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan pElsamna pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia trlo. 11 Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasionat Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6. Bahwa untuk peninglotan prasarana pendidilon disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler ZOZ0);

Eryan ini menyahkan telah setuju dan sepakat untuk mengilct diri dalam suatu perjanjian pemberian

hnn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggamn 2020 dengan ketentuan-ketentuan

Et sprat<yamt seperti dalam pasaFpasaldi bawah ini :

Yt Perj aqi ran Pe mbe r ian Bannqr



tlonmSPPB
Tmggal

: L2fiV/SARPRAS/D AKPSMP/*NK/DPK.-PS2O2O
: 02 Apfl2020

Pasal I
Irlaksud dan Tujuan

ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dirnaksudkan

merdanai kqialan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan pnsamna pendidikan ssuai dengan standar nasional

Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalanr RAB &
srta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

EFtFn Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

ffiilon pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMpN 1 pancung Soal

1g ereIputi :

L Rehabilitasi Ruang perpustakaan,

Pasal 3

Jangka Waktu petat<sanaan

r' htgka waltu pelat<sanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua putuh) hari

Her terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun AngEari,rft 2020 di
enfrng PIHAK KEDUA.

L EIA!( KEDUA akan mulai melaksanalon pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pesai 2 paling

ffi 14 (empat belas) hari katender terhitung mutai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Hdkan Tahun Anggaran ZOZA da rekening PIHAK KEDUA.

L &naan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 paling lambat pada tanggat 3C Desember
e@tt

Pasal 4

PrinsipPrinsip Pekerjaan

lHgtrsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun AnEgaran 2020 meliputi :

L R&man dikerjakan dengan mekanisme wvakelola,

r- kapan asas efektifttas, efisiensi, transparansidan akuntabititas,

r l@uarnan partisipasi masyarakat dalam pengetolaan kegiatan,

sinarsasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

F\fi4rn Pe nfu r ian Bantuon
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Tanggal

: 7 fi ft ARPRAS/D AKP sMP /sNKDPK-P s/2a0
:02April2U20

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

TIAXPERTAT.IA:

e! llayalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

ttNehfui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangton jangka waKu pelalsanaan

*bagaimana dimaksud dalam pasal3.

U eGnggung jawab terhadap pelaksanaan progmm DAK Fisik Bidang Pendidikan di Ungkat

Xabupaten.

O tEnberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

HUikan.

@ lthlsanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidilon.

T, IIHAX IGDUA:

e) Eerbnggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

. S*tn pendidikan (Sekolah).

L! ]'krnberrtuk Panitia Pembangunan Sekotah (P2S) ditingkat Satuan pendidikan (Sekolah).

Q lldaporlon keadaan fisik cian keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PCRTAITIA.

@ lrtsncatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada PIHAK
PRTA}IA.

Pasa! 6

Pelaksanaan Pekerjaan

ft&rnan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hai-iralsebagai berikut :

a, ;trltl( IGDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakat
.*tagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

ElAf, IGDUA dalam mengelola DAK FisikTahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
er Htnjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,
Elrx IGDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekefiaan/kemajuan pekerjaan

TFda PIHAK PERTAMA,

a IlDiAX XEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

hran kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

c. tDlll( IGDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

@omn keuangan dari hasil pekerjaan,

]UlAl( IGDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
geblsanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-buKi setoran dan faKur pajak sesuai dengan peraturan

Frn&ng-undangan,

b Fqaitu Pemberian Bantuan



NonwrSPPB
Tmgal

: l2fiVtSAkpRAS/D AKpSMplSrVXlOpK-pgA,2|
: A2A?i12020

mffrA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAi.lA yang

lght dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

m IE)rrA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
kan202O
mI EI)UA bertanggung jawab penuh terhadap penEelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

rerTahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

Elt pengawasan/pemerilsaan dan pengendalian pekerjaan, FIHAK PERTAIIA dibantu oleh tenaga

ffir),ang merupakan unsur individu yang ahlidibidangnya,

mf PERTAUA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kfiEn petaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

ffi FC( Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan pIHAK pERTAMA kepada PIHAK
EfA sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

{ R#lilitasiruang perpustakaan = Rp. 115.000.000,-

b -bagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud datam
bz

Pasal 9

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal B ayat (l) sebagai berikut :

h I : ?5.o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana s:wakelola setelah perjanjian ini
enganikedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui prHAK PERTAMA,

h rl:45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah
EFd ffit 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progrss kemajuan
*hn,

h Itr : 30% (li(la puluh perseratus) dari keseluruhan dana sraketola apabila pekerjaan telah
GEatrt' bobot 650/o (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

hi-q pekerjaan.

Fr*rlgjlln P enb r ian B auuan



NowTSPPB
Tanggal

: 1UV/SARPRAS/DAKPSMP6'VK/DPK-PS2A2O
: 02AN2020

@)aran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

Ima Rekening :

krrr Rekening : 1903.0210.01631-1

kma Bank : Bank Nagari Cabang pembantu Inderapura

Pasal 1O

Fole i{ajeure

fue Majeurc adatah suafu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

frrkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlai<sana sebagaimana mestinya sepefti bencana

&q epldemik, pepera nga n, pemogoka n, sabotase, pemberontaka n/kerusu ha n.

ffh terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

lBIAlilt secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

tgF*nrc fore ma;eure dengan dilengkapi buktitertulis yang dikeluarkan oieh pihak berwenang.

**, pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

* PITIKPERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

alan rrenolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

+ f@aa permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA teniang force majeure dlterima/disetujui maka akan
rHr ian perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasa! 11

Sisa Dana

fFffi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Qmakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAITIA,

& dsa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

*firkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungiawaban

EHff, XEDUA wajib membuat laporan secam berkala mengenai petaksanaan pekerjaan / kemajuan

pdc inn kepada PIHAK PERTAtttA.

IIHIX (EDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAITIA dokumentasi kegiatan

krb kelengkapan adminisirasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

fu *iry-f lrr P e mbe ilan B a ntuan



PIHAK KEDUA,
ft UFT SUPN I pancung Soal

"l

:'I UV/SARPRAS/D AKP SMP/SWK/DPK-P52.020
:02April2020

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK PERTAMAI
Kuasa Pengguna Anggaran

Nanor SPPB
Tmtggal

lrEl frtanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

E.f,fr selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat seleffiinya pelaksanaan

EFl, dihmpiriantara lain :

e! Efr Acara Serah Terima,

ry efti pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan buKi

Frgduamn lainnya,

d eei setoran pajalq

O ndCi Eknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

rc dahm pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Enhnn yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

tura spihak dapat memutuskan/meng hentika n pekerjaan tercebut.

hnerVpenghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

uqErrtdikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

Em.wt perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Strat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

tsrsebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

otkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pabrior BanAun
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